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ABSTRAK 

Penelitian ini membahas Strategi Maritim Indonesia dalam menghadapi konflik di Laut Cina Selatan (LCS) yang 

memiliki potensi besar untuk mengancam kedaulatan dan keamanan nasional. Tujuan penelitian ini adalah untuk 

menganalisis faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kapasitas pertahanan maritim Indonesia serta 

menentukan prioritas strategi yang harus diimplementasikan. Penelitian ini menggunakan mixed method dengan 

pendekatan sequential exploratory yang menggunakan analisis SWOT untuk menentukan strategi dan analisis AHP 

untuk pemilihan strategi terbaik. Narasumber dalam penelitian ini adalah praktisi dan akademisi yang berkompeten. 

Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan kuisioner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan 

strategis yang holistik, melibatkan kekuatan militer dan nir-militer, melalui pendekatan strategi kehadiran di laut 

(presence at sea), pemanfaatan sumber daya kelautan (explore/exploit the sea) dan diplomasi maritim (trust build by 

sea) yang kuat, sangat penting untuk menjaga stabilitas dan menghindari spill over conflict di wilayah perairan 

Indonesia. Kesimpulannya, strategi yang terukur dan adaptif sangat diperlukan untuk menghadapi dinamika konflik 

di LCS. 

Kata kunci: Konflik, faktor, strategi maritime, Laut Cina Selatan 

 

ABSTRACT 

This research discusses Indonesia's Maritime Strategy in dealing with conflict in the South China Sea (SCS) which 

has great potential to threaten national sovereignty and security. The aim of this research is to analyze internal and 

external factors that influence Indonesia's maritime defense capacity and determine strategic priorities that must be 

implemented. This research uses a mixed method with a sequential exploratory approach which uses SWOT analysis 

to determine strategies and AHP analysis to select the best strategy. The resource persons in this research are 

competent practitioners and academics. Data collection was carried out by interviews and questionnaires. The 

research results show that a holistic strategic approach, involving military and non-military forces, through strategic 

approaches of presence at sea, utilization of marine resources (explore/exploit the sea) and maritime diplomacy (trust 

build by sea) is strong, it is very important to maintain stability and avoid spill over conflict in Indonesian territorial 

waters. In conclusion, a measurable and adaptive strategy is needed to deal with conflict dynamics in the SCS. 

Keywords: Conflict; factors; maritime strategy, South China Sea 
 

PENDAHULUAN 

Indonesia merupakan negara kepulauan yang 
secara geografis berada di perlintasan perdagangan 
dunia antara Samudera Hindia dan Pasifik, men-
jadikannya sebagai area strategis bagi kepentingan 
nasional dan global. Namun demikian, posisi ini 
juga membawa tantangan, terutama terkait konflik 
perbatasan dengan negara-negara tetangga. Salah 
satu isu utama adalah sengketa di Laut Natuna 
Utara (LNU) dengan Vietnam dan keterlibatan Chi-
na di Laut China Selatan (LCS), yang berpotensi 
memicu ketegangan dan menambah kompleksitas 
isu keamanan maritim di kawasan tersebut. 

Indonesia dan Vietnam memang telah ber-
usaha menyelesaikan konflik terkait Zona Ekonomi 
Eksklusif (ZEE) dengan kesepakatan antar kepala 
negara pada Desember tahun 2022, namun tanta-
ngan masih ada, khususnya terkait dengan eskalasi 
konflik LCS. Konflik antar negara pantai seperti 
Brunei, China, Filipina, Malaysia, Taiwan dan 

Vietnam mengalami dinamika yang lebih luas, di 
mana persaingan antara China dan Amerika Serikat 
juga terjadi dan berpotensi menimbulkan eskalasi 
konflik yang dapat membawa dampak pada Indo-
nesia. Kondisi ini menunjukkan pentingnya penge-
lolaan keamanan maritim yang efektif dan kerja-
sama internasional. 

Dalam menghadapi tantangan ini, Indonesia 
perlu mengembangkan Strategi Maritim yang kom-
prehensif dan holistik, yang melibatkan kerjasama 
antara pemerintah, militer dan nir-militer. Strategi 
ini harus mencakup penguatan pertahanan, peng-
elolaan sumber daya laut yang berkelanjutan dan 
kapasitas diplomasi yang handal. Selain itu juga 
sebagai akibat dari keterbatasan sumber daya yang 
dimiliki maka perlu untuk ditentukan skala prio-
ritas dari strategi-strategi yang ditetapkan. 

Kerangka kerja keamanan maritim Bueger 

(2015) yang digambarkan dalam matrix keamanan 

maritim menunjukkan keterhubungan setiap anca-
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man dalam dimensi ruang maritim yang sama se-

hingga pemecahan masalah kemaritiman harus 

diselesaikan melalui pendekatan holistik. 

Gambar 1. Maritime Security Matrix 
Sumber: Christian Bueger (2015) 

 

Dengan situasi yang semakin kompleks di 

LCS, Indonesia harus memastikan bahwa strategi 

maritimnya mampu menjaga kedaulatan nasional 

dan menghadapi ancaman yang muncul. Kolabo-

rasi lintas sektor, integrasi teknologi, dan pemaha-

man mendalam terhadap dinamika geopolitik dan 

ekonomi menjadi kunci dalam merumuskan stra-

tegi yang dapat memberikan manfaat jangka 

panjang bagi stabilitas dan keamanan nasional di 

wilayah maritim. 

Gambaran kompleksitas ini mendorong China 

menjaga eskalasi dengan menerapkan pendekatan 

“gray zone strategy” (Kapusta, 2015). Mazarr 

(2015) memberikan visualisasi tentang konflik 

“gray zone” dan menunjukkan maksud di balik pe-

nggunaannya. Ia memasukkan instrumen sipil un-

tuk mencapai tujuan militer dan membedakan kera-

ngka pikirnya diibandingkan dengan clausewitz. 

Menurutnya gray zone strategy tidak selalu me-

ngandung kekerasan dan merupakan bentuk kon-

flik yang lebih longgar. 

Gambar 2. Bagan Gray Strategy 
Sumber: Michael Mazarr (2015) 

 
Gray zone strategi merupakan implementasi 

pendekatan strategi hedging dalam konteks hubu-
ngan internasional yang diterapkan oleh China 
dalam mengelola konflik di LCS ditengah tekanan 
Amerika dan sekutunya yang berkepentingan ter-
hadap kebebasan berlayar di LCS. Lebih lanjut 
tampak nyata pendekatan hedging yang dilakukan 
melalui penguatan klaim teritorial dengan memba-
ngun pulau buatan, mendorong kerjasama ekonomi 

dalam program BRI, melakukan kerjasama kemit-
raan dengan ASEAN, mempromosikan konsep 
“historic rights” atas wilayah klaimnya, dan mem-
bina hubungan kerjasama bilateral dengan negara-
negara klaim dan non klaim yang berpengaruh di 
sekitar kawasan. 

Kombinasi sipil dan militer di atas perlu untuk 
dihadapi dengan pendekatan yang senada, oleh 
sebab itu, ini perlu dihadapi dengan pendekatan 
yang holistik, melibatkan pertahanan militer dan 
pertahanan nir-militer. Dalam menghadapi konflik 
di LCS, Jakgara Hanneg memberikan pan-duan 
pembangunan postur pertahanan militer dan postur 
pertahanan nir-militer. Pembangunan postur militer 
meliputi pembangunan SDM yang adaptif dan res-
ponsif, pemenuhan pokok kekuatan, integrasi jari-
ngan sistem trimatra terpadu, modernisasi alutsista 
TNI, pembentukan komponen cadangan dan pen-
dukung.  

Sedangkan pembangunan postur pertahanan 
nir-militer melalui perumusan kebijakan bidang 
Hanneg terkait tugas dan fungsi Kementerian dan 
Lembaga sesuai ancaman non-militer dan unsur 
yang menanganinya, menyusun mekanisme koor-
dinasi, mengelola sumber daya dan sarana prasa-
rana nasional dan mewujudkan kemampuan perta-
hanan nirmiliter termasuk kemampuan kewas-
padaan dini, kemampuan bela negara, kemampuan 
diplomasi, kemampuan iptek, ekonomi, sosial bu-
daya, moral dan kemampuan dukungan penyele-
nggaraan pertahanan negara. 

Ditengah sikap “abu-abu” China yang tetap 
asertif dan cenderung provokatif, Indonesia harus 
mengambil pendekatan langkah-langkah strategi 
yang luas melibatkan seluruh pihak terkait atau 
pemangku kepentingan. Hal ini dapat berarti bahwa 
diperlukan beberapa langkah strategis untuk me-
nghadapi situasi konflik di LCS. Dalam meng-
hadapi dinamika kompleks di LCS, Strategi Mari-
tim Indonesia menjadi elemen kunci dalam men-
jaga kedaulatan dan keamanan nasional.  

Secara teori, strategi hedging dan turunannya 
yaitu strategi engagement merupakan kerangka 
pendekatan dalam mengelola konflik di LCS yang 
tampaknya telah diimplementasikan sejauh ini dan 
menunjukkan kapasitas dan kapabilitasnya dalam 
mengelola konflik sehingga tidak menimbulkan 
eskalasi yang mengarah pada perang terbuka di 
laut. Strategi Hedging dilakukan dengan cara me-
ningkatkan kerjasama ekonomi dengan China 
untuk memanfaatkan pertumbuhan ekonominya 
dan saat bersamaan memperkuat hubungan ke-
amanan dengan kekuatan lain seperti Amerika 
Serikat untuk menyeimbangkan pengaruh China di 
kawasan serta mengambil bagian dalam forum 
multilateral untuk menyelesaikan sengketa secara 
damai sambil mempertahankan klaim kedaulatan 
mereka. 
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Lebih lanjut dilakukan pendekatan strategi 

engagement, dengan melakukan negosiasi bilateral 

atau multilateral antara China dan negara-negara 

ASEAN untuk mencari solusi damai terhadap 

klaim teritorial yang bersaing, mendorong kerja-

sama dalam isu-isu non-tradisional seperti peri-

kanan, perlindungan lingkungan maritim, dan pe-

nelitian ilmiah, yang dapat membangun keperca-

yaan dan mengurangi ketegangan, serta mendorong 

inisiatif Code of Conduct (CoC) untuk mencegah 

eskalasi konflik dan mempromosikan stabilitas. 

Dengan mempertimbangkan efektivitas dan 

efisiensi sumber daya yang dimiliki, maka selanjut-

nya diperlukan prioritas penentuan strategi meng-

hadapi situasi konflik di LCS. Penelitian ini me-

ngusulkan pendekatan holistik dan terstruktur un-

tuk menentukan prioritas Strategi Maritim Indo-

nesia dengan menggunakan analisis Strength, 

Weakness, Opportunity, Threat (SWOT) dan Ana-

lytical Hierarchy Process (AHP). Analisis SWOT 

akan mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, pe-

luang, dan ancaman yang dihadapi oleh Indonesia 

dalam mengelola konflik di LCS, sementara AHP 

akan memberikan landasan matematis untuk me-

nentukan prioritas Strategi Maritim Indonesia. 

Integrasi antara SWOT dan AHP diharapkan men-

ciptakan pendekatan komprehensif yang mengga-

bungkan perspektif internal dan eksternal serta 

aspek kualitatif dan kuantitatif untuk merumuskan 

strategi yang lebih efektif dalam menjaga kedau-

latan dan keamanan maritim nasional. 

 

METODE  

Penelitian menggunakan metode mixed me-

thods dengan sequential exploratory yang mengga-

bungkan pendekatan kualitatif dan kuantitatif se-

cara berurutan (sequential). Menurut Creswell 

(2010), penelitian campuran merupakan pende-

katan penelitian yang mengkombinasikan antara 

penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. 

Tahap awal menggunakan metode penelitian kuali-

tatif untuk memahami makna yang dianggap ber-

sumber dari problematika sosial dan kemanusiaan. 

Metode kualitatif yang digunakan adalah pende-

katan deskriptif analisis dengan analisis Strength 

Weakness Opportunity Threat (SWOT) yang dapat 

dikembangkan menjadi grounded theory melalui 

analisis teori dan analisis konteks pada data primer 

dari observasi dan wawancara serta data sekunder 

dari literatur berupa buku, jurnal dan laporan sesuai 

prosedur secara induktif mulai dari tema khusus 

menjadi tema umum dan menafsirkannya (Bandur, 

2016).  

SWOT menggunakan pendekatan yang siste-

matik, memiliki fleksibilitas dan terutama mengin-

tegrasikan semua faktor yang berpengaruh dalam 

mencapai suatu tujuan strategis. SWOT mengom-

binasikan faktor internal dan eksternal yang do-

minan sehingga secara mendasar menyediakan 4 

model strategi (Fredy Rangkuti, 2018). 

Gambar 3. Diagram SWOT 
Sumber: Fredy Rangkuti (2018) 

 

Pada tahap selanjutnya menggunakan metode 

penelitian kuantitatif yang digunakan digunakan 

untuk mengetahui nilai variabel yang dihasilkan 

dari data berbentuk angka dan perhitungan. Pe-

nelitian kuantitatif ini menggunakan pendekatan 

kuantitatif deskriptif dengan Analytical Hierachy 

Process (AHP). AHP adalah metode analisis multi-

kriteria yang digunakan untuk menghitung prioritas 

dan pengaruh antara beberapa variabel atau faktor. 

AHP menyusun struktur hirarki keputusan yang 

terdiri dari  tujuan (goal) sebagai tingkat tertinggi, 

kriteria sebagai tingkatan kedua dan alternatif yang 

dibandingkan sebagai tingkatan paling rendah. 

Gambar 4. Struktur Hirarki Keputusan AHP 

 

 Metode ini menggunakan matriks prioritas 

dan menggunakan analisis matriks untuk menentu-

kan prioritas tertinggi. 
Tabel 1. Matriks Perbandingan Berpasangan  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

a. Konflik LCS 

Laut China Selatan adalah wilayah perairan 

yang membentang dari barat daya ke timur laut, 

dibatasi di selatan oleh Selat Karimata dan di utara 
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oleh Selat Taiwan. Wilayah ini memiliki luas se-

kitar 4 juta kilometer persegi dan merupakan pusat 

sengketa antar negara-negara pesisir serta pihak 

lain yang berkepentingan. 

LCS adalah laut semi-tertutup yang berbata-

san dengan China dan Taiwan di utara, Vietnam, 

Kamboja, Thailand, dan Malaysia di barat, Filipina 

di timur, serta Indonesia dan Malaysia Timur di 

selatan. Wilayah ini terdiri dari landas kontinen 

yang dangkal dan beberapa bagian yang lebih 

dalam. Pusat konflik di LCS adalah gugusan 

Kepulauan Spratly, yang dekat dengan beberapa 

negara seperti Malaysia, Vietnam, Filipina, dan 

China. Gugusan lainnya yang penting adalah Pulau 

Pratas, Pulau Paracel, dan Karang Macclesfield. 

Indonesia telah memperbarui nama bagian 

dari LCS di wilayah utara Kepulauan Natuna 

menjadi Laut Natuna Utara (LNU) pada tahun 2017 

untuk menyesuaikan dengan nama yang telah di-

gunakan dalam industri migas. Penamaan ini me-

nimbulkan kontroversi dari China, yang meng-

anggap perubahan tersebut tidak kondusif dan tidak 

sejalan dengan upaya standardisasi penamaan geo-

grafis. Namun, pemerintah Indonesia berpendapat 

bahwa penamaan ini sesuai dengan ketentuan 

internasional dan bertujuan untuk melindungi Zona 

Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia. 

Meskipun Indonesia bukan negara pengklaim 

di LCS, kehadiran KIA (Kapal Ikan Asing) dan 

kapal pemerintah China di sekitar LNU membuat 

Indonesia terlibat secara tidak langsung dalam kon-

flik di LCS. Penetapan Laut Natuna Utara ber-

tujuan untuk mengamankan ZEE Indonesia serta 

memperjelas pengelolaan sumber daya alam di wi-

layah tersebut. 

Gambar 5. Peta Konflik LCS 
Sumber: Unclos (2024) 

 

Konflik di LCS pertama kali mencuat pada 

tahun 1970-an dan terus berlanjut hingga kini, me-

libatkan negara-negara pesisir seperti China, Viet-

nam, Brunei, Malaysia, dan Filipina. Konflik ini 

berfokus pada penguasaan atas gugusan pulau dan 

karang di wilayah Spratly, yang telah berpindah 

kekuasaan sejak era kolonialisme. 

Pada abad ke-20, LCS dikuasai oleh Perancis 

(1933-1939), Jepang (1939-1945), dan Sekutu 

(1945-1951). Pada tahun 1947, China menerbitkan 

peta dengan klaim Sembilan Garis Putus-putus 

(Nine-Dashed Line), yang menjadi sumber konflik. 

Sejalan dengan kesadaran penguasaan wilayah laut 

dengan berkembangnya hukum laut internasional, 

tahun 1970-an, negara-negara pantai mulai mem-

perkuat klaim mereka dengan tindakan nyata se-

perti pengibaran bendera dan pembangunan pos 

militer. 

Tahun 1974 terjadi Konflik bersenjata antara 

China dan Vietnam di Kepulauan Paracel, me-

newaskan lebih dari 70 tentara Vietnam. Berlanjut 

tahun 1988, bentrokan pertama antara China dan 

Vietnam di Fiery Cross Reef, mengakibatkan 64 

pelaut Vietnam tewas. Pada tahun 1992, Malaysia 

dan Vietnam mencapai kesepakatan bersama 

tentang batas wilayah, yang diprotes oleh China. 

Perkembangan konflik terus terjadi hingga 

kini. Tahun 2012, terjadi bentrokan maritim antara 

China dan Filipina di Dangkal Scarborough. Fili-

pina mengajukan gugatan ke Permanent Court of 

Arbitration (PCA) pada Januari 2013 dan tahun 

2016, PCA memutuskan bahwa klaim China atas 

LCS melalui Sembilan Garis Putus-putus tidak sah, 

namun China menolak putusan ini. 

Tahun 2020, Ketegangan antara China dan 

Vietnam meningkat akibat insiden penyerangan 

kapal nelayan Vietnam oleh kapal China. Terkait 

dengan Indonesia sendiri, tahun 2021, terjadi gang-

guan oleh China terhadap eksplorasi SKK Migas di 

Laut Natuna Utara (LNU). Terkini, sepanjang 

2023-2024, ketegangan meningkat antara China 

dan Filipina terkait Bajo de Masinloc, yang me-

muncak dengan serangan China menggunakan 

meriam air terhadap kapal penjaga pantai Filipina. 

Konflik LCS terus mempengaruhi dinamika 

strategis di kawasan Asia Tenggara dan global, 

dengan potensi eskalasi menjadi konflik militer 

yang lebih luas. Meskipun berbagai upaya hukum 

dan diplomasi telah dilakukan, situasi tetap tegang 

dan kompleks, terutama dengan terus diperkuatnya 

klaim maritim oleh China dan negara-negara lain 

yang bersengketa. 

Kepulauan Spratly menjadi salah satu wila-

yah dengan potensi konflik militer di masa depan 

karena sengketa yang melibatkan enam pesisir 

dengan klaimnya masing-masing. Beragam klaim 

diajukan baik atas dasar sejarah, penemuan, pen-

dudukan, dan pemeliharaan hubungan dengan 

pulau-pulau tersebut selama berabad-abad. Duta 

Besar Jerman, Bapak Havas, dalam webinar tahun 
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2021 menyatakan bahwa tidak ada satu pun negara 

pengklaim yang memiliki dasar klaim yang kuat 

atas Kepulauan Spratly. 

Tabel 2. Dasar Klaim  

Negara Dasar Klaim 

China 

Catatan sejarah kuno, peta, dan peng-

gunaan oleh nelayan sejak 2000 tahun lalu. 

Klaim ini diperkuat oleh perjanjian dengan 

Perancis pada tahun 1887 dan nine dashed 

line yang digambarkan oleh Pemerintah 

Kuo Mintang 

Taiwan 

Sejarah Dinasti Han, Sung, dan Yuan, 

yang sejajar dengan klaim China, namun 

status politik Taiwan menambah kom-

pleksitas sengketa ini. 

Vietnam 

Sejarah pada masa Kaisar Gia Long tahun 

1802 yang kemudian bergabung dengan 

Vietnam pada tahun 1832.  

Filipina 

Penemuan Tomas Cloma pada tahun 1956 

dan kedekatan geografis dengan territorial-

nya, serta kebutuhan mendesak untuk 

pertahanan nasional. 

Malaysia 

Publikasi peta landas kontinen dan Zona 

Ekonomi Eksklusif (ZEE) tahun 1979, 

serta didukung oleh penguasaan Inggris 

atas Sabah dan Sarawak.  

Brunei 
Landas kontinen dan ZEE-nya Berdasar-

kan UNCLOS 

 

Indonesia sendiri tidak terlibat langsung 
sebagai pengklaim, tetapi mulai "terlibat" dalam 
sengketa LCS sejak 2010 setelah China mengklaim 
perairan yang termasuk ZEE Indonesia di utara 
Kepulauan Natuna. Indonesia juga mengubah nama 
Laut China Selatan menjadi Laut Natuna Utara pa-
da peta resmi tahun 2017. Konflik LCS diperkira-
kan akan terus berlanjut di masa depan, mengingat 
dinamika dan perkembangan terkini. Beberapa ske-
nario potensial termasuk peningkatan militerisasi 
dan pembangunan pulau artifisial oleh China, yang 
akan memicu ketegangan dengan negara-negara 
ASEAN dan Amerika Serikat.  

Amerika Serikat diperkirakan akan terus 
menegaskan komitmennya terhadap kebebasan 
navigasi di kawasan ini, yang dapat memperparah 
ketegangan dengan China, terutama dalam konteks 
persaingan hegemoni geopolitik. Selain itu, peni-
ngkatan anggaran militer oleh negara-negara di 
kawasan juga mengindikasikan potensi perlombaan 
senjata, meskipun banyak negara menyatakan tidak 
berniat masuk dalam kontestasi kekuatan bersen-
jata. Di sisi lain, dinamika ASEAN dan negosiasi 
Code of Conduct (COC) dengan China terus meng-
hadapi hambatan, yang menyebabkan ketidak-
pastian berkelanjutan di kawasan. Situasi ini dapat 
memperlemah saling percaya dan meningkatkan 
risiko konflik, khususnya terkait konflik terbuka 
skala kecil di perbatasan laut atau udara. Jika 

konflik-konflik kecil ini tidak segera diselesaikan 
melalui diplomasi, mereka berpotensi memicu kon-
frontasi yang lebih besar antara China dan negara-
negara claimant lainnya. 

Kebijakan di LCS dipengaruhi oleh berbagai 
dinamika, salah satunya adalah Declaration on 
Conduct of Parties in the South China Sea (DoC) 
yang disepakati oleh ASEAN dan China pada tahun 
2002. DoC bertujuan untuk menjaga stabilitas di 
LCS, terutama dalam pengelolaan sumber daya 
alam dan membangun saling percaya antara pihak-
pihak yang bersengketa. Namun, implementasi 
DoC kurang efektif karena masih adanya tindakan 
provokatif, terutama oleh China. Negosiasi untuk 
menyusun Code of Conduct (CoC) yang lebih me-
ngikat masih menghadapi tantangan, terutama ka-
rena perbedaan kepentingan antara China dan 
ASEAN. 

Selain itu, terdapat kerangka kerja sama inter-
nasional yang secara langsung dan tidak langsung 
muncul terkait dengan dinamika lingkungan stra-
tegis di LCS seperti BRICS, QUAD, dan AUKUS 
juga memiliki pengaruh signifikan terhadap konflik 
di LCS. BRICS, yang dipimpin oleh China, 
cenderung mendukung klaim China secara tidak 
langsung melalui kerja sama ekonomi dan politik 
yang erat. Sementara itu, QUAD yang terdiri dari 
Amerika Serikat, India, Jepang, dan Australia, 
bertujuan untuk menyeimbangkan pengaruh China 
di LCS melalui peningkatan kehadiran militer di 
kawasan. Sedangkan AUKUS yaitu pakta trilateral 
antara Amerika Serikat, Inggris, dan Australia, 
bertujuan untuk memperkuat kapabilitas militer 
Australia, khususnya di bidang bawah laut, yang 
dapat diduga sebagai sekutu Amerika Serikat untuk 
mendukung operasi militer di LCS. Keberadaan 
pakta kerjasama ini semakin meningkatkan kete-
gangan dengan China. 

ASEAN berusaha memainkan peran penting 
dalam meredakan ketegangan di LCS melalui 
diplomasi dan instrumen hukum, seperti DoC dan 
negosiasi CoC. Namun, peran ASEAN dalam me-
ngelola konflik sering kali terhambat oleh perbe-
daan pendapat di antara negara anggotanya dan 
kurangnya komitmen penuh dari semua pihak. Hal 
ini merupakan salah satu konsekuensi dari pende-
katan konsensus yang menjadi landasan ikatan 
kerja sama di ASEAN. Beberapa negara ASEAN 
lebih condong ke arah kebijakan Barat, sementara 
yang lain seperti Laos dan Kamboja, cenderung 
lebih mendukung China, menambah kompleksitas 
dalam mencapai kesepakatan kolektif yang kuat. 

Demikian juga dengan kebijakan Freedom of 
Navigation Operations (FONOPS) yang dijalankan 
oleh Amerika Serikat juga meningkatkan risiko 
eskalasi. FONOPS bertujuan untuk menantang 
klaim sepihak China atas LCS dan menegakkan 
kebebasan navigasi sesuai hukum internasional. 
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Amerika Serikat secara rutin mengirimkan kapal 
perangnya ke wilayah sengketa LCS, yang mening-
katkan ketegangan dengan China. Kebijakan ini 
mendapat dukungan dari beberapa negara ASEAN 
yang juga mengklaim wilayah di LCS, meskipun di 
sisi lain, kebijakan ini juga berisiko memperburuk 
ketegangan dan meningkatkan potensi konflik di 
kawasan. 

 
b. Faktor-Faktor Pengaruh 

Hasil pengumpulan data mendapatkan sejum-
lah potensial kekuatan, kelemahan, peluang dan 
ancaman. Faktor kekuatan yaitu posisi strategis, 
sumber daya alam, kekuatan militer, eksistensi 
kebijakan & UU serta diplomasi aktif.   Faktor kele-
mahan yaitu terbatasnya teknologi dan infrastruk-
tur, ketergantungan anggaran, kegiatan eksploita-
si/eksplorasi, keterbatasan SDM, isu internal dan 
pengawasan maritim. 

Gambar 5. Diagram Jaring Faktor Kekuatan 

Gambar 6. Diagram Jaring Faktor Kelemahan 
Faktor peluang meliputi kerja sama regional/ 

global, pembangunan ekonomi, kesadaran & parti-
sipasi publik, keberadaan hukum internasional dan 
perkembangan teknologi. Sedangkan faktor anca-
man yaitu klaim teritorial, ketegangan regional, 
kehadiran aktor ekstra regional, fluktuasi ekonomi 
global dan ancaman non tradisional Tingkat ke-
kuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dapat 
dilihat dalam diagram jaring dibawah ini. 

Gambar 7. Diagram Jaring Faktor Peluang 

Gambar 8. Diagram Jaring Faktor Ancaman 

 

c. Strategi Maritim di LCS 

Dari hasil sintesa faktor-faktor tersebut, 

dengan menggunakan pendekatan analisis SWOT 

yang dapat digambarkan dalam tabel dibawah ini:  

Tabel 3. Diagram SWOT  

 

Dari uraian tentang potensi langkah dan upaya 

yang dihasilkan dari sintesa faktor kekuatan, kele-

mahan, peluang dan ancaman, maka dapat di-

rumuskan 3 strategi utama dalam menghadapi kon-

flik di LCS adalah: 

Pertama, strategi kehadiran di laut atau Pre-

sence at Sea. Kehadiran kekuatan maritim baik 

angkatan laut maupun aparat penegak hukum baik 

yang memiliki sarana kapal patroli yang berwenang 

di wilayah perbatasan dalam Zona Ekonomi Eks-

klusif yaitu TNI, Bakamla RI dan KKP secara la-

ngsung maupun tidak langsung menunjukkan 

intensi dan penguasaan efektif terhadap hukum 

nasional Indonesia. Kehadiran kapal patroli pene-

gak hukum merupakan bentuk upaya diplomasi 

maritim yang memiliki kapasitas dan kapabilitas 

untuk melakukan tindakan koersif, pengumpulan 

informasi untuk menghasilkan gambaran situasi 

maritim dan membangun kerjasama dan interaksi 

dengan pihak eksternal baik dalam konteks global 

maupun negara-negara yang berbatasan. 

Kedua, strategi eksplorasi dan eksploitasi di 

laut atau explore/exploit the Sea. Laut Natuna Utara 

merupakan wilayah laut yang terhubung dengan 

LCS memiliki potensi sumber daya alam yang 

besar. Hukum Internasional mengakui Indonesia 

sebagai negara kepulauan sehingga memberikan 

hak berdaulat atas pemanfaatan sumber daya alam 

yang ada di kolom air (rezim laut ZEE) maupun 

https://jkp.ejournal.unri.ac.id/


  Jurnal Kebijakan Publik, Vol.15, No.3, 2024 

https://jkp.ejournal.unri.ac.id  430 

 

yang ada di dasar laut (rezim laut landas kontinen). 

Potensi sumber daya alam ini harus dapat diber-

dayakan secara optimal bagi kepentingan pemba-

ngunan nasional dan masyarakat pesisir di sekitar 

wilayah LNU. Kehadiran aktivitas eksplorasi dan 

eksploitasi migas dan sumber daya alam lain ter-

masuk perikanan menunjukkan intensi dan pe-

nguasaan efektif terhadap wilayah yang menjadi 

bagian dari hak berdaulat Indonesia. 

Ketiga, strategi membangun kepercayaan de-

ngan diplomasi atau Trust Build by Sea. Indonesia 

merupakan salah satu founding fathers ASEAN. 

Dengan tujuan untuk mewujudkan kawasan Asia 

Tenggara yang aman dan damai, maka Indonesia 

memiliki kapasitas untuk berperan dalam upaya 

menyelesaikan setiap persoalan yang terjadi di 

kawasan termasuk dalam konflik di LCS. Upaya 

diplomasi sangat penting untuk membangun saling 

percaya. Provisional arrangements merupakan sa-

lah satu kerangka kerja dalam hukum laut Inter-

nasional yang disediakan untuk mencegah terjadi-

nya eskalasi konflik. Kerjasama dalam berbagai 

bidang termasuk antar aparat penegak hukum dari 

negara-negara yang saling berbatasan dapat 

menjadi media untuk membangun saling percaya 

dan kesepahaman antara negara yang berbatasan. 

 

d. Penentuan Prioritas Strategi 

Penentuan strategi dengan menggunakan 

metode Analytical Hierarchi Process (AHP). AHP 

merupakan metode yang kuat dan efektif karena 

kerangka kerja yang sistematis, terstruktur, 

konsisten dan fleksibel. Secara hirarkis dapat 

digambarkan struktur keputusan sebagai berikut: 

Gambar 9 Struktur Hirarki AHP 

 

Berdasarkan hasil pengumpulan data kuisio-

ner dan diolah dengan menggunakan kalkulasi mat-

riks perbandingan berpasangan yang tersusun da-

lam tabulasi berikut ini. 

Tabel 3. Ranking Kriteria dan Alternatif   

 

Kehadiran di laut atau Presence at Sea me-

rupakan pendekatan strategi yang paling efektif dan 

efisien untuk menghadapi dinamika situasi yang 

terjadi di LCS. Hal ini membutuhkan kemampuan 

hadir dari kapal-kapal pemerintah seperti kapal 

militernya TNI AL, kapal penegak hukum seperti 

Kapal Negara (KN) Bakamla RI dan Kapal Patroli 

(KP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).  

Dalam bukunya berjudul "Maritime Diploma-

cy in the 21st Century," Christian Le Mière me-

nekankan bahwa kehadiran angkatan laut adalah 

alat krusial dalam diplomasi maritim. Hal ini 

dikarenakan kemampuannya untuk menggabu-

ngkan aspek pencegahan militer dengan pemba-

ngunan hubungan diplomatik, menjadikan ang-

katan laut sebagai elemen utama dalam strategi 

keamanan dan diplomasi internasional. 

Membangun kepercayaan melalui diplomasi 

kelautan melibatkan dialog yang intensif dan koo-

peratif, terutama dalam sengketa batas laut. Dialog 

yang tematik dan efektif, didukung oleh transpa-

ransi dan keterbukaan informasi, penting untuk 

membangun kesepahaman dan komitmen bersama 

di antara pihak-pihak yang bersengketa. Pende-

katan ini mencakup berbagai mekanisme diplo-

masi, termasuk pengaturan sementara dan kerja-

sama regional, yang bertujuan untuk mencegah 

eskalasi konflik dan mencapai solusi damai di wi-

layah sengketa. 

Pilihan terakhir pada strategi pemanfaatan 

sumber daya laut untuk kepentingan nasional, ter-

masuk sektor-sektor ekonomi biru seperti perika-

nan, energi, dan pariwisata. Eksplorasi dan eksploi-

tasi sumber daya laut di wilayah strategis seperti 

Laut Natuna Utara meskipun dapat memperkuat 

pertahanan negara dan mendukung pertumbuhan 

ekonomi tetapi memiliki jangka waktu yang relatif 

panjang dan memberikan dampak penangkalan 

yang relatif lebih Kecil dibandingkan kehadiran 

dan diplomasi langsung. Namun demikian, pe-

nguasaan dan pemanfaatan laut menunjukkan ka-

pasitas dan kapabilitas suatu negara, serta menjadi 

bagian dari upaya membangun daya gentar dalam 

konteks sengketa wilayah. 

 

PENUTUP 

Menghadapi dinamika lingkungan strategi di 

LCS, Indonesia dapat mengadopsi tiga pendekatan 

utama dalam menghadapi dinamika konflik di Laut 

Cina Selatan (LCS) yang berpotensi mempenga-

ruhi keamanan dan kedaulatan negara yaitu pre-

sence at sea (kehadiran di laut), explore/exploit the 

sea (pemanfaatan sumber daya laut) dan trust build 

by sea (diplomasi kelautan). Dari ketiga strategi 

tersebut, dihadapkan dengan sumber daya dan ur-

gensinya, dapat disusun prioritas strategi dalam 

menghadapi risiko dinamika lingkungan strategis 
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di LCS yaitu prioritas pertama presence at sea. Hal 

ini disebabkan karena menunjukkan kekuatan dan 

kredibilitas negara melalui kehadiran dan pene-

gakan hukum di laut, yang efektif dalam mem-

bangun daya tangkal dan mencegah eskalasi kon-

flik. 
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